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	Abstract: This study aims to analyze the judge’s legal considerations in an embezzlement case based on Makassar District Court Decision Number 597/Pid.B/2021/PN Mks and to examine the decision from the perspectives of criminal law and sentencing. This study employs normative legal research using a Legal Case Study approach. Data were obtained through interviews and literature research and were analyzed qualitatively and descriptively. The findings show that the judge’s legal considerations were based on the facts established during the trial, evidence, witness testimony, the defendant’s statement, and Article 372 of the Indonesian Criminal Code. The judge examined the elements of the offense, including the subject of the crime, the intentional and unlawful appropriation of property belonging wholly or partly to another person, and the requirement that the property was initially under the defendant’s control without being obtained through a crime. Based on these considerations, the defendant was found legally and convincingly guilty of embezzlement and sentenced to four months’ imprisonment. Although the application of the law and the evidentiary assessment were considered appropriate, the sentence was regarded as relatively light in relation to the consequences of the offense and the loss suffered by the victim. Therefore, the sentence was considered not fully optimal in achieving justice, utility, and a deterrent effect.


Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks serta menganalisis putusan tersebut dari perspektif hukum pidana dan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum (Legal Case Study). Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan ketentuan Pasal 372 KUHP. Hakim mempertimbangkan unsur “barang siapa”, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain, serta unsur bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Meskipun penerapan hukum dan pembuktian dinilai telah sesuai, pidana yang dijatuhkan dipandang relatif ringan dibandingkan dengan akibat perbuatan dan kerugian yang dialami korban, sehingga dinilai belum optimal dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan efek jera.
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PENDAHULUAN
Hukum pidana merupakan salah satu instrumen negara dalam menjaga ketertiban, memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dan memberikan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penerapan hukum pidana berlandaskan asas legalitas yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan menjatuhkan sanksi kepada pelakunya. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma secara tekstual, tetapi juga dengan bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, memberikan pertimbangan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.
Salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda dan cukup sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan pada dasarnya berkaitan dengan penyalahgunaan penguasaan atau kepercayaan terhadap suatu barang atau uang yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah, tetapi kemudian diperlakukan seolah-olah menjadi miliknya sendiri. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penggelapan secara umum diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Perkara penggelapan memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosial karena dapat menimbulkan kerugian terhadap korban dan memengaruhi rasa aman serta kepercayaan masyarakat dalam hubungan hukum.
Fenomena tindak pidana penggelapan juga terlihat dalam perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan data yang dicantumkan dalam Tugas Akhir, Pengadilan Negeri Makassar menangani 58 perkara penggelapan pada tahun 2021, 78 perkara pada tahun 2022, dan 49 perkara pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang secara nyata muncul dalam praktik penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Salah satu perkara yang menjadi objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks.
Perkara tersebut melibatkan terdakwa Fathul Jannah yang didakwa melakukan penipuan dan/atau penggelapan berkaitan dengan sejumlah uang yang diberikan oleh korban untuk keperluan pengurusan seleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam Tugas Akhir, korban menyerahkan uang sebesar Rp270.000.000,00 dengan kesepakatan bahwa apabila anak korban tidak lulus seleksi, uang tersebut akan dikembalikan. Setelah anak korban dinyatakan tidak lulus, terdakwa hanya mengembalikan Rp165.000.000,00, sedangkan sejumlah Rp105.000.000,00 masih belum dikembalikan. Peristiwa tersebut kemudian diproses sebagai perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar.
Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk subsidiair, dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 378 KUHP dan dakwaan subsidiair berdasarkan Pasal 372 KUHP. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim memilih mempertimbangkan dakwaan subsidiair karena berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur-unsur Pasal 372 KUHP dinilai telah terpenuhi. Setelah dakwaan subsidiair terbukti, hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan primair. Tugas Akhir menilai langkah tersebut telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
Pertimbangan hukum hakim mempunyai kedudukan sentral dalam menentukan kualitas suatu putusan. Ratio decidendi merupakan alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara dan harus dibangun secara sistematis, logis, dan berhubungan dengan alat bukti, doktrin, yurisprudensi, serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan tersebut bukan hanya menjadi dasar untuk menyatakan terdakwa terbukti atau tidak terbukti, tetapi juga menjadi landasan dalam menentukan jenis dan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Karena itu, kualitas pertimbangan hakim berkaitan erat dengan terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam suatu putusan.
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks, Majelis Hakim menyatakan Fathul Jannah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Putusan tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif pemidanaan. Pasal 372 KUHP pada saat perkara tersebut diputus mempunyai ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, sedangkan pidana yang dijatuhkan hanya 4 bulan. Tugas Akhir menilai bahwa pidana tersebut relatif ringan apabila dibandingkan dengan akibat perbuatan terdakwa terhadap korban. Bahkan, dalam analisisnya, penulis menyatakan bahwa pidana tersebut belum memberikan efek jera yang memadai, baik bagi terdakwa maupun masyarakat.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap putusan penggelapan tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah unsur tindak pidana telah terbukti. Lebih jauh, perlu dianalisis bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum berdasarkan fakta persidangan dan bagaimana pertimbangan tersebut digunakan untuk menentukan pidana yang dijatuhkan. Dalam konteks ini, prinsip pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan, tetapi juga dengan tujuan pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku. Tugas Akhir menempatkan teori pemidanaan sebagai salah satu landasan untuk memahami alasan negara menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Selain itu, penilaian terhadap putusan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tugas Akhir menggunakan pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai dasar tujuan hukum. Dalam konteks putusan pidana, penerapan norma secara formal perlu diikuti dengan pertimbangan mengenai apakah pidana yang dijatuhkan telah memberikan keadilan bagi korban, kemanfaatan bagi masyarakat, serta kepastian hukum bagi semua pihak.
Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks serta analisis terhadap putusan tersebut, khususnya terkait dasar hakim dalam memilih dakwaan subsidiair, pembuktian unsur Pasal 372 KUHP, dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Fokus ini sejalan dengan rumusan masalah dalam Tugas Akhir yang menempatkan pertimbangan hukum hakim dan analisis putusan sebagai dua persoalan utama penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks serta menganalisis putusan tersebut dari perspektif hukum pidana dan pemidanaan. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami konstruksi ratio decidendi hakim dalam perkara penggelapan serta memberikan masukan bagi penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjatuhkan pidana yang tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.
METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian kasus tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus hukum (Legal Case Study) untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan tersebut. 
Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami penerapan norma hukum terhadap fakta konkret yang menjadi objek putusan, khususnya dalam menilai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana penggelapan serta dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

2.2 Lokasi Penelitian dan Sumber Bahan Hukum
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, yang beralamat di Jalan R. A. Kartini No. 18, Kota Makassar. Lokasi tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks, serta menjadi tempat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

2.3 Jenis dan Sumber Data
Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang menjadi objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, termasuk peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, laporan, dokumen, arsip, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tanya jawab dengan responden atau narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, kamus, laporan, dokumen, arsip, dan referensi buku yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dan objek putusan yang diteliti.

2.5 Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada analisis pertimbangan hukum hakim dan putusan dalam perkara tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks. Pembahasan difokuskan pada proses hakim dalam memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti, penerapan Pasal 372 KUHP berdasarkan fakta persidangan, serta penilaian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Penelitian tidak membahas perkara penggelapan lain di luar putusan yang menjadi objek penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan
Pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) merupakan dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, ketentuan hukum, dan argumentasi yang disusun secara sistematis serta logis. Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting dari putusan karena menentukan apakah suatu perbuatan dapat dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana sekaligus menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, pertimbangan hukum harus mampu menghubungkan fakta konkret dengan norma hukum yang diterapkan sehingga putusan memiliki dasar yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks dengan terdakwa Fathul Jannah. Perkara bermula ketika korban menyerahkan uang sebesar Rp270.000.000,00 kepada terdakwa berdasarkan kesepakatan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus anak korban agar lulus seleksi IPDN Tahun 2015 dan akan dikembalikan apabila tidak lulus. Setelah anak korban dinyatakan tidak lulus, terdakwa tidak mengembalikan seluruh uang tersebut dan hanya mengembalikan Rp165.000.000,00, sedangkan menurut fakta putusan masih terdapat sisa kerugian yang belum dikembalikan.
Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan dua pilihan, yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan mengenai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Tugas Akhir menilai bahwa pilihan tersebut telah tepat karena hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum dan pembuktian yang terungkap selama persidangan.
Pasal 372 KUHP dalam perkara ini diterapkan melalui tiga unsur utama, yaitu “barang siapa”, “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”, serta “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Struktur pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta menyatakan terdakwa bersalah, melainkan terlebih dahulu menguji setiap unsur delik berdasarkan fakta dan alat bukti yang muncul di persidangan.
Terhadap unsur “barang siapa”, hakim menilai bahwa unsur tersebut menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, identitas terdakwa yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim terlebih dahulu memastikan terpenuhinya aspek subjek hukum sebelum memasuki unsur material tindak pidana.
Selanjutnya, hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum. Hakim menghubungkan unsur tersebut dengan fakta bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp270.000.000,00 dari korban berdasarkan kesepakatan bahwa uang akan dikembalikan apabila anak korban tidak lulus seleksi IPDN. Setelah hasil seleksi menyatakan anak korban tidak lulus, terdakwa tidak mengembalikan seluruh uang tersebut. Terdakwa hanya mengembalikan Rp165.000.000,00 dan kemudian membuat surat pernyataan untuk mengembalikan sisa uang, tetapi kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Berdasarkan keadaan tersebut, hakim menyatakan unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti.
Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan kesengajaan pada pengakuan terdakwa, tetapi menghubungkannya dengan rangkaian peristiwa yang didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti. Adanya penyerahan uang, kesepakatan mengenai pengembalian, kegagalan terdakwa mengembalikan seluruh uang, serta dibuatnya surat pernyataan pengembalian menjadi rangkaian fakta yang digunakan untuk membangun kesimpulan mengenai perbuatan terdakwa. Dengan demikian, hubungan antara fakta persidangan dan unsur delik menjadi dasar utama dalam membuktikan adanya penguasaan secara melawan hukum.
Terhadap unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, hakim mempertimbangkan bahwa uang tersebut pada awalnya berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena diperoleh melalui suatu tindak pidana, melainkan karena diserahkan secara langsung oleh korban berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Artinya, penguasaan awal terhadap uang tersebut diperoleh secara tidak langsung melalui hubungan yang pada mulanya dianggap sah oleh para pihak. Persoalan pidana muncul ketika terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan setelah syarat pengembalian terpenuhi.
Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terbukti dan menyatakan terdakwa Fathul Jannah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani diperhitungkan seluruhnya sebagai pengurang pidana.
Apabila dianalisis dari aspek penegakan hukum, pertimbangan hakim dalam menentukan terbuktinya tindak pidana penggelapan dapat dinilai telah memiliki dasar yang jelas. Hakim menguraikan unsur-unsur Pasal 372 KUHP satu per satu dan menghubungkannya dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Tugas Akhir juga menilai bahwa pilihan hakim untuk mengesampingkan dakwaan lainnya setelah dakwaan mengenai penggelapan terbukti telah dilakukan berdasarkan alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta hukum dalam persidangan.
Namun, persoalan berbeda muncul ketika pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pidana yang dijatuhkan. Dalam analisis Tugas Akhir, hakim telah menyatakan terdakwa terbukti melakukan penggelapan dan mempertimbangkan pula bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian bagi korban. Meskipun demikian, pidana penjara yang dijatuhkan hanya 4 bulan dinilai terlalu ringan dan belum memberikan efek jera yang memadai, baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Penilaian tersebut didasarkan pada perbandingan antara akibat perbuatan terdakwa dan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan.
Dalam konteks tujuan pemidanaan, persoalan berat-ringannya pidana tidak semata-mata berkaitan dengan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga dengan fungsi pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan. Tugas Akhir menempatkan teori pemidanaan sebagai dasar untuk memahami alasan negara menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tujuan untuk mencegah pengulangan perbuatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan seharusnya tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan secara substantif.
Pertimbangan hakim juga perlu dilihat dari tiga nilai utama tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tugas Akhir menguraikan bahwa pertimbangan hakim idealnya tidak berhenti pada aspek yuridis normatif, tetapi juga memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis serta fakta yang terungkap di persidangan. Hal tersebut penting agar putusan tidak hanya tepat secara normatif, tetapi juga memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang dirugikan dan masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks telah menghubungkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP dengan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan secara sistematis. Namun, dari perspektif pemidanaan, penelitian ini menemukan adanya persoalan mengenai proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, ketepatan dalam membuktikan unsur tindak pidana tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh aspek pemidanaan telah mencapai tingkat keadilan dan kemanfaatan yang optimal.

3.2 Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan
Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks tidak hanya berkaitan dengan terbuktinya unsur tindak pidana penggelapan, tetapi juga perlu melihat kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dengan pidana yang dijatuhkan. Putusan merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara yang harus mencerminkan hubungan antara fakta persidangan, ketentuan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan tujuan pemidanaan. Dalam konteks tersebut, kualitas putusan tidak hanya diukur dari terpenuhinya aspek yuridis, tetapi juga dari keadilan dan kemanfaatan yang dihasilkan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat.
Dalam perkara ini, hakim telah menyatakan Fathul Jannah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Pertimbangan tersebut dibangun melalui pemeriksaan terhadap unsur “barang siapa”, unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum, serta unsur penguasaan barang yang bukan diperoleh karena kejahatan. Berdasarkan fakta persidangan, seluruh unsur tersebut dinyatakan terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan bersalah. Dari aspek pembuktian, Tugas Akhir menilai bahwa pertimbangan tersebut telah dilakukan berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta mengenai kerugian korban. Berdasarkan kronologi perkara, korban menyerahkan Rp270.000.000,00 kepada terdakwa dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan dikembalikan apabila anak korban tidak lulus seleksi IPDN. Setelah anak korban dinyatakan tidak lulus, terdakwa hanya mengembalikan Rp165.000.000,00 dan sisa uang tidak dikembalikan meskipun terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk mengembalikannya. Dalam uraian kasus, sisa kerugian korban dinyatakan sebesar Rp108.000.000,00.
Atas fakta tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani diperhitungkan seluruhnya sebagai pengurang pidana. Dengan demikian, putusan tersebut secara formal telah memberikan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa setelah dinyatakan terbukti melakukan penggelapan.
Akan tetapi, persoalan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Tugas Akhir menilai bahwa pidana penjara selama 4 bulan relatif ringan apabila dibandingkan dengan akibat perbuatan terdakwa terhadap korban. Dalam perkara tersebut, kerugian korban masih tercatat dalam jumlah yang signifikan, sementara pidana yang dijatuhkan hanya sebagian kecil dari ancaman maksimum Pasal 372 KUHP yang pada saat perkara diperiksa memiliki ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.
Penilaian terhadap berat-ringannya pidana tidak berarti bahwa hakim harus selalu menjatuhkan pidana mendekati ancaman maksimum. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan lamanya pidana berdasarkan fakta perkara serta keadaan yang relevan. Namun, kebebasan tersebut harus disertai pertimbangan yang memadai agar pidana yang dijatuhkan dapat dipahami secara rasional dan memenuhi tujuan pemidanaan. Dalam Tugas Akhir, aspek kerugian yang dialami korban disebut sebagai keadaan yang memberatkan, tetapi pidana yang dijatuhkan tetap dinilai terlalu ringan dan belum memberikan efek jera.
Dari perspektif teori pemidanaan, pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mempunyai tujuan pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Tugas Akhir menjelaskan bahwa teori pemidanaan mencakup pemikiran mengenai pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan perbaikan pelaku.
Dari perspektif keadilan, pidana yang dijatuhkan perlu mempertimbangkan kepentingan korban sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian. Putusan yang menyatakan terdakwa bersalah telah memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban pidana, tetapi keadilan substantif juga berkaitan dengan apakah akibat tindak pidana telah dipertimbangkan secara proporsional dalam pemidanaan. Dalam perkara ini, Tugas Akhir memandang bahwa kerugian korban dan belum dikembalikannya seluruh uang menjadi alasan penting untuk menilai bahwa pidana 4 bulan belum memberikan respons yang memadai terhadap akibat perbuatan terdakwa.
Dari perspektif kemanfaatan, pidana yang dijatuhkan seharusnya mempunyai fungsi pencegahan agar tindak pidana serupa tidak kembali dilakukan. Pidana yang terlalu ringan berpotensi mengurangi fungsi deterrent atau efek pencegahannya, baik terhadap pelaku maupun masyarakat. Penilaian ini sejalan dengan kesimpulan Tugas Akhir bahwa rendahnya sanksi pidana dalam perkara penggelapan dapat mengurangi efek jera.
Sementara itu, dari aspek kepastian hukum, putusan telah memberikan dasar yang jelas karena hakim menerapkan Pasal 372 KUHP setelah menyatakan seluruh unsur delik terbukti. Namun, kepastian hukum tidak seharusnya dipahami hanya sebagai penerapan norma secara formal. Tugas Akhir juga menekankan bahwa hakim perlu mempertimbangkan aspek yuridis normatif, filosofis, dan sosiologis agar putusan mampu mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.
Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks menghasilkan penilaian yang bersifat dua sisi. Pertama, dari aspek pembuktian dan penerapan Pasal 372 KUHP, putusan dapat dinilai telah memiliki dasar hukum dan fakta persidangan yang memadai. Kedua, dari aspek pemidanaan, pidana penjara selama 4 bulan menurut hasil penelitian dipandang belum proporsional dengan akibat perbuatan dan kerugian yang dialami korban serta belum optimal dalam mencapai tujuan pencegahan. Tugas Akhir secara tegas menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa bersalah telah dilakukan berdasarkan fakta persidangan, tetapi sanksi pidana yang rendah dinilai tidak memberikan efek jera yang memadai.
Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dinilai tepat dalam aspek pembuktian tindak pidana, tetapi masih dapat dikritisi dari aspek proporsionalitas pemidanaan. Kritik tersebut bukan berarti meniadakan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, melainkan menekankan pentingnya pertimbangan yang lebih seimbang antara kesalahan pelaku, akibat tindak pidana, kerugian korban, serta tujuan pemidanaan. Dengan pendekatan demikian, putusan hakim tidak hanya menghasilkan kepastian hukum formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan yang lebih substantif.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan ketentuan Pasal 372 KUHP. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana penggelapan secara bertahap dan menyatakan bahwa seluruh unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, dari aspek penerapan hukum dan pembuktian, pertimbangan hakim dapat dinilai telah memiliki dasar yuridis yang memadai.
Adapun terhadap putusan dan pemidanaan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa. Berdasarkan hasil analisis penelitian, pidana tersebut dinilai relatif ringan apabila dikaitkan dengan akibat perbuatan terdakwa dan kerugian yang dialami korban. Oleh karena itu, meskipun putusan telah memenuhi aspek kepastian hukum dalam menyatakan terdakwa bersalah, aspek keadilan dan kemanfaatan, khususnya dalam memberikan efek jera dan respons yang proporsional terhadap kerugian korban, masih dapat dikritisi.
Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ketepatan dalam pembuktian tindak pidana tidak selalu identik dengan optimalnya pemidanaan. Pertimbangan hakim perlu memperhatikan keseimbangan antara aspek yuridis normatif, filosofis, dan sosiologis serta tujuan pemidanaan, sehingga putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat.
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